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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten 

Gunungkidul pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri 

ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dari 

13 tahapan yang ditentukan, sebagian besar telah terlaksana dengan baik, 

kecuali terdapat hambatan pada tahap persiapan, penyuluhan, serta 

pengumpulan data fisik dan yuridis. Hambatan tersebut antara lain kondisi 

medan tanah yang tidak rata dan berbatu, kurangnya antusiasme masyarakat 

akibat minimnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi tanah, serta 

kesulitan teknis dalam pengukuran manual. Meskipun demikian, hambatan 

tersebut dapat diatasi dengan penyediaan sarana pendukung yang memadai, 

peningkatan pemahaman masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti 

drone. Secara umum, pelaksanaan program ini telah memberikan kepastian 

hukum atas kepemilikan tanah masyarakat dan mendukung tertib administrasi 

pertanahan di Kabupaten Gunungkidul. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan 

agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Gunungkidul untuk segera 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, seperti drone, serta menyediakan 

sarana pendukung yang memadai dalam menghadapi kondisi geografis yang 
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sulit. Selain itu, koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok masyarakat 

perlu terus diperkuat agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

berjalan lebih efektif dan efisien. Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan 

lebih optimal, sekaligus mampu meningkatkan kepastian hukum dan 

kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan sertifikat tanah yang sah secara 

hukum.  
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